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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri
Banjarbaru telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2026. Laporan
ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung
program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian
Kinerja Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026. LKjIP ini memiliki makna strategis
yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri
Banjarbaru di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps

Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka.
Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah
melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya
menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti
mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam
dalam pengungkapan kasus — kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian
keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun
Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 .
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Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri

Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kejaksaan Negeri

Banjarbaru sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.
Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Banjarbaru di masa
depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Banjarbaru, 21 Oktober 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Taliwondo, S.H..M.H.
Jaksa Utama Pratama
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Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026

Sasaran Indikator Target | Capaian | Capaian Capaian | Capaian |Capaian| Capaian | Capaian | Capaian
Strategis Kinerja (PK Triw I terhadap TriwIl |terhadap |Triw III| terhadap | TriwIII | terhadap
Sasaran Tahun 2026 Target 2026 Target | 2025 Target 2026 Target triw
Strategis 2026) triw [ triw II triw III III 2026
2026 2026 2025
Terwujudnya | Indeks 75 93,33 124,44 93,67 124,89 100 106,38 91,28 121,71

kelembagaan | persepsi
hukum yang | publik

transparan terhadap
dan adil citra
Kejaksaan
RI
Terwujudnya Persentase 63 4221 69,2 46,72 74,16 63,25 70,28 51,16 81,21
efektivitas peningkatan
penegakan pengendalian
hukum  dan | perkara
keadilan
melalui
tr_ansformasi Tingkat 91 100 109,89 100 109,89 100 111,11 100 109,89
sistem keberhasilan
penuntutan kegiatan dan
operasi
intelijen
penegakan
hokum
Tingkat 85 19,3 22,7 17,84 20,99 30,45 36,25 4,15 4,88
keberhasilan
pemulihan

aset negara

Terwujudnya | Tingkat 82 49,99 60,96 16,66 20,32 - (baru | - (baru 16,66 20,32
efektivitas efektivitas (Dikarenakan 2026 | 2026 ada
pelaksanaan pelaksanaan penanganan ada format
keweangan keweangan perkara format isian
Advocaat Advocaat Perdatun isian |kolom ini)
General General masih dalam kolom
proses) ini)
Terwujudnya Indeks 85 83,16 97,83 91,02 107,08 | - (baru | -- (baru 90,06 105,95
tata  kelola | Reformasi 2026 | 2026 ada
organisasi Birokrasi ada format
yang optimal, | Kejaksaan format isian
transparan RI isian |kolom ini)
dan akuntabel kolom
ini)
Tingkat 82 100 121,95 100 121,95 | 100 | 117,6 100 121,95
penetapan
Etika
Profesi
Jaksa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang.1 Sebagai

lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-20292 didasarkan
pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini diwujudkan melalui 8

misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJIMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional
pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud
implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada
periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7
yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,3 Kejaksaan merupakan
pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau
pengendali perkara (master of procedure), yang berwenang menentukan jalannya

suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat

! pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
n Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (Indonesia, 2021).

2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2025-2029

3 Pasal 2 ayat (1): “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan

kehakman dilaksanakan secara merdeka.” Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
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atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.4 Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai
Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta

mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan

penegakan hukum yang diberikan oleh Undang—Undang.5 Dalam konteks ini,
Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku

(rechtmatigheid) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas

kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.6

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan
terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha
negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai
bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan
di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum
kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan
ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang
diatur oleh undang- undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah
pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya

yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa
mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam
mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk
mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran
strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan
berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029,

Rencana Strategis (Renstra)

4 Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Indonesia, 1981).

> Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

6 Penjelasan umum, ibid.
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Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 20257, termasuk Sustainable Development Goals.

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang
paling dipercaya oleh masyarakat.® Berbagai program yang berorientasi pada
penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan
Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu
menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah
masyarakat.® Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif
bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga
berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan
narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya
terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk

menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana
korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen
Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan
korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan
negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya
keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah
menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik
Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan

ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2025.

8 Barita Simanjuntak, “Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023,” Kejaksaan (2023).

°ST. Burhanuddin, “Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan
Keadilan Restoratif),” in Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman
(Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).
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Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin
dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh

masyarakat.10 Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap
kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2026 Kejaksaan Negeri Banjarbaru ini
disusun sebagai upaya Kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi selama periode tahun 2026. Penyusunan LLKj Triwulan III tahun 2026
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di
Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan III tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah
kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat
menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para
pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Banjarbaru dapat terus
melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan
masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen
Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait
pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya
memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Banjarbaru

menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya

10 Prof. Burhanuddin Muhtadi, “Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung
Tertinggi,last modified 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-
terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt6 5afcalbbb519/?page=1.
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dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan  dan

penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral
dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara,
pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan
Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan
ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula
kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut
Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara
demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan

oleh Undang- Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)
» 4

elakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana

D>

Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan & keputusan lepas bersyarat

Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

»

5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaandengan kuasa kKhusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

xecutive Summary PEMANTAUAN DAN EVALUASI 10
el o) Republik Indonesia Tahun 2026 BIRO PERENCANAAN




N

=

p»
Bidang Ketertiban dan Ketentraman
Umum (Psl 30 ay 3)

Peningkatan kesadaran masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
Pengawasan peredaran barang cetakan;

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

} Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden
dan instansi pemerintah lainnya.

\) Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran,

perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya
kepada negara, korban, atau yang berhak

4.,

nteljjen Gakkum S

menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk
kepentingan penegakan hukum;

menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan

pembangunan;

melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar
negeri;

melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

ExeButiverirelakisanakan pengawasan multimedia.
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» 4
Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan
pengawasan multimedia.

2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya
keadilan

3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan
saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran
pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi
tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas
permintaan instansi yang berwenang;

6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau
bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang
pengganti;

8. mengajukan peninjauan kembali;

9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang
mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan
di bidang tindak pidana

» 4
Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah
Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang
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Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya
bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan
tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan
peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (2)

bersama-sama  menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk
oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di
Mahkamah Konstitusi.

Psl 18 (3)

a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum
dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang
Kejaksaan;

b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-
Undang;

c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah
Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha
negara, peradilan agarna, dan peradilan militer;

e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup
peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama,
dan peradilan militer;

Psl 35 (1)

f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang
dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum
dan peradilan militer;

h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur
Jenderal untuk melakukan Penuntutan;

j- mendelegaslkan sebagian kewenangan Penuntutan kepada
Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;

k. menangani tindak pidana yang menyebabkan Kkerugian

Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa

Psl 36 (1) untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam

negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan
di luar negeri.
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Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar
negeri.

Psl 39

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-
pisahkan (een en ondelbaar) dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan
penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan

pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah
provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari
Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
(Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri
dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak
Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan,
(Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20
(dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur
Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana

militer.
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Gambar 3
Strukrur Organisasi Kejaksaan Tinggi
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Keterangan:

1. Kajati : | Kepala Kejaksaan Tinggi

2. | Wakajati : | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

3. | Asbin : | Asisten bidang Pembinaan

4. | Asintel : | Asisten bidang Intelijen

5. | Aspidum : | Asisten bidang Tindak Pidana Umum

6. | Aspidsus : | Asisten bidang Tindak Pidana Khusus

7. | Asdatun : | Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8. | Aspidmil : | Asisten bidang Pidana Militer, terdapat di 20 Kejati
9. | Asbpa : | Asisten bidang Pemulihan Aset

10. | Aswas : | Asisten bidang Pengawasan

11. | Kabag TU : | Kepala Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan
Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri
terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan
Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur
pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi
Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang
Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan
Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
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Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang

Kejaksaan Negeri.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banjarbaru

KAJARI

KASIBPA

I -
ﬁ

Keterangan:

1. Kajari : Kepala Kejaksaan Negeri

2. Ksb bin : Kepala Sub Bagian Pembinaan

3. Kasi intel :  Kepala Seksi bidang Intelijen

4. Kasi pidum :  Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

5. Kasi pidsus :  Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

6. Kasi datun : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

7. Kasi BPA :  Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan
dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi
wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan
Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu
Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksitindak
Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Dan Pemulihan Aset, Kepala Seksi
Bidang Subseksi intelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara.
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Gambar 5
Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

KACABJARI

KAURBIN SUBSEKSI PIDUM, PIDSUS

DAN PEMULIHAM ASET SUBSEKSI INTEL DAN DATUN
Keterangan:
1. Kacabjari : Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
2. Kasubsi Pidum, : Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana
Pidsus, dan Khusus, dan Pemulihan Aset
Pemulihan ASet
3. Kasubsi Intel dan : Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata
Datun Usaha Negara

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Banjarbaru sampai dengan periode
Triwulan III tahun 2026 sebanyak 67, dengan komposisi Jaksa sebanyak
18 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 8 Orang, Non-Jaksa yang menduduki
Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak

38 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Banjarbaru

| ]
Jaksa

Fungsional Tertentu
Non Jaksa Struktural

Fungsional Umum
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C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-
2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2026, Tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi
yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk

mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah
PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan

Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:
1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General,;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem
Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang
akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program

tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik

Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan
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yang telah disepakati dalam Pertemuan 7Trilateral Meeting antara Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen:

a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali

perkara;
b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan
tahun 2026 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul
dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2026 meliputi (1)
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan
agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4)
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
(8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.
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Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang
menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan

Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel
dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai

tujuan organisasi;

2)  Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan

tugas dan kewenangan;

3)  Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak
guna mengaktualisasikan prinsip EEN EN ONDELBAAR,;

4)  Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara

efektif;

5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan
Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin

mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;

6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat;

7)  Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia

Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa
Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis
Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
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3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian
kerugian keuangan negara.

4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis

teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam
menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good
Governance and Clean Government).

6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam
pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di

tahun 2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang
disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya
manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat
dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi
dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci

dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, Kklasifikasi
kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan
Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa
yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di
bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta
kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula
keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan

organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional
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perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan

fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya
manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun
2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah
kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP
Kejaksaan RI tahun 2024 terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik
(8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan
penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen)
dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan
pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik

tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan
juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan
tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data
tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja

baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan
paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan
terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan
Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan
manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan Corporate University secara
daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya
program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN
Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu
disusun kurikulum
yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan

kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.
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2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan
publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei,
tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di
Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan
akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting
untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap

lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan

kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil evauasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah
mengalami peningkatan yaitu yang semula pada tahun 2023 Kejaksaan
memperoleh predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 menjadi predikat "BB"
(Sabgat Baik) dengan nilai 70,20 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen
Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama
beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat kelembagaan
tersebut, pada tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan RI secara internal telah
melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja satuan kerja dan secara khusus
Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tahun 2025 yaitu pada tanggal 29 September
2025 Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2025 ditetapkan

sebesar 81,16 memperoleh predikat Memuaskan dengan nilai 81,16 .
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Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem
Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu
1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4)
Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur
pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya.
Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan
pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan

maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya
kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka
semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur
negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum,
kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka
tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk

kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk
diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat
menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan,
obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat
dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab

kepercayaan masyarakat.
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3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa
penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi
yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan
yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang
keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya
menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin
menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai
salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari
upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan
negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah
masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran

keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil
oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat.
Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang
mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya
potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara
tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat
bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup
bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar
batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan

terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program
yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak
pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis
dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan,

pelaksanaan fungsi pelayanan hukum
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gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum
serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program
Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih

Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus
ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran
Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat

ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai
tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan
putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di
atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam
sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap
awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan
dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam
penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun
demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi
menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud,

antara lain:

— Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas
waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan

hukum tetap.

xecutive Summary PEMANTAUAN DANEVALUAST
e@saan Republik Indonesia Tahun 2026 BIRO PERENCANAAN




— Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan
hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan

Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung)
telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat
keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa
Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa
yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari

pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

— Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In
Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian
maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang

berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

— Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di
Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya
pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat
mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan
Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga

Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat
bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan
yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif
dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan
pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan

masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh

Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun
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2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman
1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11
tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak
Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi
dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang
bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah
tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum
yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum

semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara
tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga
mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar
kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup
kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang
diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana

korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan
kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-
006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas
dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian
aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang

berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses
penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat
membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil
kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik
melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang
lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi
menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan
pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan
itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka
pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi
pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi,
keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan

publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam
pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat
semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang
dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat
mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan
komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat
mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24

jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu
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dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara
fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula
dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan
lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara
parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya

selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat
menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan
ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini
mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan
pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang
dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri
dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan
keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif

seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan,
Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai
dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi
Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang
berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai

tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5
tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor
4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam
Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi, sebagai berikut:

“

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel,

Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju

Indonesia Emas 2045

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat
Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden

dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu,
Misi Kejaksaan RI Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:
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1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan
berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif

berlandaskan Hak Asasi Manusia.

2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi
terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.

3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima
berbasis teknologi informasi.

4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan
pelayanan publik.

5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model)

penegak hukum yang professional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh
adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan
menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan

beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai
berikut:
1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui

transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General.

4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.
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Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil

IKSS 1.1 Indeks persepsi publik 73 75 77 79 81
terhadap citra Kejaksaan RI

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi
sistem penuntutan

IK SS 2.1 Persentase peningkatan 61 63 65 67 69
pengendalian perkara

IK SS 2.2 Tingkat keberhasilan 90 91 92 93 94
kegiatan dan operasi
intelijen penegakan hukum

IK SS 2.3 Tingkat keberhasilan 84 85 87 90 94
pemulihan aset negara
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan Advocaat General
IK SS 3.1 Tingkat efektivitas 80 82 84 86 88

pelaksanaan kewenangan
Advocaat General

4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

IK SS 4.1 Indeks Reformasi Birokrasi 84 85 86 87 88
Kejaksaan RI

IK SS 4.2 Tingkat penerapan Etika 80 82 84 86 88
Profesi Jaksa

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
TAHUN 2026
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala
Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026 sebagai komitmen pimpinan untuk
melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah

ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru ditetapkan dan

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan negeri Banjarbaru dengan target kinerja sebagai

berikut:
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Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. T j kel
erwujudnya kelembagaan Indeks persepsi publik terhadap
hukum yang transparan | . i 75
. citra Kejaksaan RI
dan adil
2. Terwujudnya efektivitas | Persentase peningkatan 63
penegakan hukum dan | pengenalian perkara
keadilan melalui
transformasi sistem | Tingkat keberhasilan kegiatan dan 91
penuntutan operasi intelijen penegakan hukum
Tingkat keberhasilan pemulihan 85
aset negara
3. Terwujudnya efektivitas | Tingkat efektivitas pelaksanaan 82

pelaksanaan keweangan | keweangan Advocaat General
Advocaat General

4. Terwujudnya tata Kkelola | Indeks Reformasi Birokrasi 85
organisasi yang optimal, | Kejaksaan RI
transparan dan akuntabel

Tingkat penetapan Etika Profesi 82
Jaksa

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala
Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar
11.097.007.000,00 (Sebelas Miliar Sembilan puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026

Anggaran
No Program
(Rp)
1. | Program Dukungan Manajemen Rp. 10.727.590.000,00,-

Program Penegakan dan Pelayanan

2. | Hukum Rp.369.417.000,00,-
Total Rp11.097.007.000,00
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BAB Il
AKUNTABILITAS
KINERJA
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAITAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
TAHUN 2026

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia
merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan
masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini
mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama
keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat,
informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan
tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra
Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas,
transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu
menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif

masyarakat akan meningkat.

Pada tahun 2025, Kejaksaan Agung RI mencatatkan tingkat kepercayaan
publik yang tinggi, bahkan menempatkannya sebagai lembaga penegak hukum
paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dibandingkan Aparat Penegak Hukum
(APH) lainnya. Berikut Indeks Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan RI Tahun

2025 berdasarkan beberapa lembaga survei nasional yaitu:
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Survei Periode Citra/Tingkat Sumber
Kepercayaan
Publik
Indikator Politik | Januari 2025 79% https//story.kejaksaan.go.id/
Indonesia
Indikator Politik Mei 2025 76% https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-
Indonesia indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-
paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1
Lemabaga Survei ApriI 2025 75% https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-
Indonesia Isi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik

Hasil tersebut menunjukkan citra Kejaksaan RI Pada tahun 2025 secara umum
adalah positif di mata publik yang stabil di atas 70% menurut berbagai Lembaga
survei. Hal tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI
dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat
secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, satuan kerja
Kejaksaan RI secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan satuan kerja.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap
layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan
masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah
memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang
positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga
menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan
media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi
publik yang baik dan memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang

profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI
membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai
fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas

pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal
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kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata
masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat
dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan
memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya
membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap
institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan
kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam

menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan
SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14
tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode
kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala
psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala
yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden
diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan

dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
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Waktu Penyelesaian;
Biaya/Tarif;

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

Kompetensi Pelaksana;
Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

SON CORSE RO UL NG

Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Triwulan III
tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No Nama Pelayanan Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)

1 Layanan Tilang 73,86%
2 Pelayanan Hukum Publik/ 100%
Konsultasi Hukum (5 Konsultasi
Hukum)
3 Hallo JPN/ Pelayanan 100%

menggunakan Aplikasi (7
Pelayanan Hukum)

Rata-rata SKM Kejaksaan Negeri 91,28%
Banjarbaru

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang
tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma
terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah

sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap  Citra = Rata-rata Nilai
Kejaksaan RI (kontribusi  satuan  kerja SKM pada
terhadap citra Kejaksaan RI) Kejaksaan Negeri
Banjarbaru
= 91,28%

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan tahun
2025 yaitu sebesar 75%, maka capaian terhadap target adalah sebagai
berikut:
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Rata-rata nilai SKM pada wilayah
Kejaksaan

Negeri Banjarbaru
91,28

x 100 =121,71 %

Target “Indeks Persepsi Publik terhadap
Citra Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun
2026

75

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau
kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:
1. Masyarakat yang mulai mengerti mengenai hukum

2. Masyarakat yang mengetahui tempat untuk berkonsultasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan
survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah

melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Membuka Pelayanan Hukum publik pada Kantor Kejaksaan Negeri

Banjarbaru bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi;

2. Membuka Pelayanan Hukum publik pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di Mall Pelayanan Publik kota Banjarbaru;

3. Dengan Aplikasi Halo JPN bagi masyarakat yang sungkan datang dan
jati dirinya takut terlihat oleh publik.
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Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui
Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja

strategis sebagai berikut:

2.1 Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

2.2 Tingkat Keberhasilan Kegiatan dan Operasi Intelijen Penegakan Hukum

Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan
melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa
selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti
penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak

terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan

terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh

William E. Gladstone, yaitu “Justice delayed, is justice denied.”
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada
dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan,
yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu
apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan

merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan
masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang
berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih
dikenal dengan pendekatan Restorative Justice. Merespon hal ini, Pimpinan
Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka
peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian
hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi
kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat
mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara

pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan pengendalian
perkara di lingkungan Kejaksaan RI merupakan sebuah kumpulan dari proses
penanganan perkara dan pengendalian terhadap setiap proses penanganan perkara

tersebut yang dapat dilihat dari beberapa komponen/aspek yaitu:

1. Penguatan tata kelola penanganan perkara, untuk memastikan adanya standar

operasional prosedur (SOP), sistem manajemen perkara, dan
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mekanisme pengawasan internal yang kuat dan melibatkan digitalisasi proses

hukum (misalnya Case Management System).

. Pengurangan backlog dan penyelesaian perkara tepat waktu, untuk mengatur

strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk dan

melakukan pengendalian beban kerja jaksa, penyidik, dan hakim

. Monitoring dan evaluasi proses penanganan perkara, untuk menekankan

pentingnya pelaporan, dashboard kinerja, dan analitik data perkara serta
mendorong evaluasi terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan substantif
yang dicapai.

Penerapan pendekatan alternatif penyelesaian perkara, untuk mendorong
mekanisme seperti keadilan restoratif (restorative justice), diversi, mediasi
penal, atau bahkan denda damai untuk jenis perkara tertentu dan adalah untuk

menghindari overkriminalisasi dan overcrowding di lapas.

. Integrasi antar lembaga penegak hukum, untuk memperkuat koordinasi antara

Polri, Kejaksaan, KPK, MA, dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi
tumpang tindih atau perlambatan penanganan perkara.

Transformasi sistem peradilan pidana, termasuk agenda seperti penerapan
Single Prosecution System, peningkatan peran Advocaat Generaal, dan

pembenahan manajemen penuntutan di Kejaksaan

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis ‘“Persentase Peningkatan

Pengendalian Perkara” dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1y

2)

K : Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam Case Management

System

Catatan :

Pengukuran dilakukan terhadap kesahihan dan kesegaran data penanganan perkara yang terekam
dalam Case Management System. Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan
melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026.
Dengan demikian komponen K; akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

K> : Persentase Penuntutan melalui alternatif pemidanaan.
Catatan :
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Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan,
antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan
(rehabilitasi, pembinaan dll).

Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen
K akan diukur pada tahun 2026.

3) Ks: Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana
umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang
perdata dan tata usaha negara.

4) Ki: Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan,
dan denda damai.

5) Ks: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan
kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan LLembaga Penegak Hukum
(LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 40%.

Catatan :

Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada
aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen Ks akan
diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2026 capaian kinerja diukur dengan

memperhitungkan rerata dari K3 dan K4 dengan uraian sebagai berikut:

1. K3 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak
pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan hukum

pada bidang perdata dan tata usaha negara

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K3 didukung/dibentuk dari

beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Tingkat keberhasilan
penanganan perkara yang mencakup
tindak pidana umum, tindak

pidana Kkhusus, pidana
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Komponen Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

militer, dan keberhasilan
penegakkan hukum pada bidang

perdata dan tata usaha negara

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana
perpajakan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana

kepabeanan dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai

dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang

perdata dan tata usaha negara

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut

dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:
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Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

Indikator Formulasi

Perhitungan Capaian

Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan | 105 perkara
tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian
lainnya (SP3 dan pengembalian SPDP dan/atau berkas perkara melalui
SOP Form 1, SOP Form 3, SOP Form 7) sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku

____________________ x100% 110,52%
95 perkara

x 100%
Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik
(POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16

Jumlah perkara tindak pidana umum yang dilimpahkan ke pengadilan dan | 105
penyelesaian lainnya melalui diskresi penenuntutan, penyelesaian perkara x100% 100%
diluar proses peradilan untuk tindak pidana tanpa korban, dan penghentian | 5
lainnya) dan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum
(deponering)

Sumber data : P31 + SKP2 + P-26 (anak) + RJ-35

Jumlah perkara tindak pidana umum yg telah diterbitkan P-16A

Sumber data: Jumlah BA4 (penerimaan tersangka)

Jumlah terpidana dan barang buktitindak pidana umum yang 111
telah dieksekusi (BA 17) x100% 112,12%

99

- x 100%

Jumlah terpidana dan barang bukti tindak pidana umum yang
telah berkekuatan hukum tetap (P48)

. Eh-r.'i-
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Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana umum, antara lai
1. Adanya keterbatasan penerimaan SPDP dari pihak Kepolisian di wilayah hukum Banjarbaru baik itu dari pihak Polres ata

Polsek yang diterima di Kejaksaan Negeri Banjarbaru

2. Terdapat faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara dalam tahap penuntutan Bahwa di Kejaksaan
Negeri Banjarbaru masih terdapat beberapa perkara yang masih dalam tahap pembuktian persidangan yang mana perkara tersebut
belum berkekuatan hukum tetap

Dalam penanganan Perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:
1. Menjalin hubungan/komunikasi antara penyidik dan penuntut umum.

2. Menjalin hubungan/komunikasi antara hakim dan penyidik umum.

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus

a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator
kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Formulasi Perhitungan Capaian
Kegiatan (IKSK)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada | o
tindak pidana kor'ul')si dan TPPU | tahap penyelidikan (dilajutkan/diselesaikan) | < 100% 100%
pada tahap penyelidikan x 100% )
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Indikator kinerja Sasaran Formulasi Perhitungan Capaian
Kegiatan (IKSK)
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada
tahap penyelidikan (P2)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada | |
tindak pidana korupsi dan TPPU | tahap penyidikan (penghentian penyidikan, tahap 2, pelimpahan pada | x 100% 100%
pada tahap penyidikan instansi lain) 1
x 100%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada
tahap penyidikan (sprindik P8)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada | |
tindak pidana korupsi dan TPPU | tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) | x 100% 100%
pada tahap prapenuntutan x 100% 1
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada
tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada | ]
tindak pidana korupsi dan TPPU | tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahanke | x 100% 100%
pada tahap penuntutan pengadilan) 1
x 100%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada
tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah 0
tindak pidana korupsi dan TPPU | dieksekusi (Pidsus38) x 100% 0%
yang telah memiliki putusan x 100% 1
inkracht van gewijsde dan telah
dieksekusi
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Indikator Kkinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Formulasi

Perhitungan

Capaian

Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah
memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tutup)
(P48)

(Rata-rata capaian)

Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan

TPPU”

80%

b) Tingkat keberhasilan pen

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator

anganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator Kkinerja Formulasi Perhitungan Capaian
Sasaran Kegiatan
(IKSK)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada | ()
tindak pidana perpajakan dan | tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) = yrerwyilil X 100% 0%
TPPU pada tahap x 100% 0
prapenuntutan Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap
prapenuntutan (SPDP dan P16)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap | 2
tindak pidana perpajakan dan | penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) g x 100% 100%
TPPU pada tahap penuntutan x 100% 2
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Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Capaian

Sasaran Kegiatan
(IKSK)

Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap
penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)

Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah 0

tindak pidana perpajakan dan | dieksekusi (Pidsus 38) o x 100% 0%
TPPU yang telah memiliki x 100% 0
putusan inkracht van gewijsde | Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah
dan telah dieksekusi memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tutup) (P48)
(Rata-rata capaian) 33,3%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan
TPPU”

c¢) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja

kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator Formulasi Perhitungan Capaian
kinerja Sasaran
Kegiatan

(IKSK)
Tingkat penyelesaian | Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan | ()

perkara tindak pidana | pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) AR x 100% 0%
kepabeanan dan x 100% 0

TPPU pada tahap | Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani

prapenuntutan pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)
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Indikator Formulasi Perhitungan Capaian
kinerja Sasaran

Kegiatan

(IKSK)
Tingkat penyelesaian | Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan | ()
perkara tindak pidana | pada  tahap penuntutan (SKP2/penghentian  penuntutan & | _ X 100% 0%
kepabeanan dan | P31/pelimpahan ke pengadilan)
TPPU pada tahap x 100% 0
penuntutan Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani
pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)
Tingkat penyelesaian | Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang 0
perkara tindak pidana | telah dieksekusi (Pidsus 38) o < 100% 0%
kepabeanan dan X 0
TPPU yang telah | 100%
memiliki putusan | Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang
inkracht van gewijsde | telah memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum
dan telah dieksekusi tutup) (P48)
(Rata-rata capaian) 0%

Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan

TPPU”
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Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja

d) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

kegiatan yaitu sebagai berikut:

telah

memilik
1 putusan inkracht van
gewijsde dan telah
dieksekusi

100%
Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah

memiliki putusan inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tutup)
(P48)

Indikator Formulasi Perhitungan Capaian
kinerja Sasaran
Kegiatan
(IKSK)
Tingkat penyelesaian | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada | ()
perkara tindak pidana | tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) o x 100% 0%
cukai dan TPPU pada x 100%
tahap prapenuntutan Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada 0
tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)
Tingkat penyelesaian | Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada | ()
perkara tindak pidana | tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahanke | x 100% 0%
cukai dan TPPU pada | pengadilan)
tahap penuntutan x 100% 0
Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada
tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)
Tingkat penyelesaian | Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah | ()
perkara tindak pidana | dieksekusi (Pidsus 38) W =n W X 100% 0%
cukai dan TPPU yang X 0
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Indikator
kinerja Sasaran
Kegiatan
(IKSK)

Formulasi

Perhitungan

Capaian

Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU”

(Rata-rata capaian)

0%

kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan TPPU
Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja

Indikator kinerja
Sasaran Kegiatan
(IKSK)

Formulasi

Perhitungan

Capaian

Tingkat penyelesaian perkara
tindak pidana yang
menyebabkan kerugian
perekonomian  negara  dan
TPPU pada tahap
prapenuntutan

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian
negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 &
pengembalian SPDP)

x 100%
Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian
negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)

--------- x 100%

0%

Tingkat penyelesaian perkara
tindak pidana yang
menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU
pada tahap penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian
negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
(SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan)

x 100%
Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian
negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan
tersangka)

--------- x 100%

0%
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Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Capaian
Sasaran Kegiatan
(IKSK)
Tingkat penyelesaian perkara | Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian | ()
tindak pidana yang | perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) o x 100% 0%
menyebabkan kerugian x 100% 0

perekonomian negara dan TPPU | Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian
yang telah memiliki putusan | perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan inkracht van
inkracht van gewijsde gewijsde (berkekuatan hukum tutup) (P48)

dan telah dieksekusi

(Rata-rata capaian) 0%
Capaian kinerja atas indikator “Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan TPPU”

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana khusus, antara lain:
1. Perhitungan kerugian negara melibatkan pihak lain dan memerlukan waktu yang lama karena banyaknya pekerjaan

Instansi yang dimintai Perhitungan kerugian keuangan negara.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana khusus, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:
1. Berperan aktif dalam mencari informasi mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi
2. Penguatan Koordinasi lintas sektoral.

3. Melakukan koordinasi intensif dengan auditor dalam rangka mempercepat perhitungan kerugian keuangan negara.
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Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat dihitung dengan menggunakan formulasi
sebagai berikut:

Indikator Formulasi Perhitungan Capaian

Tingkat keberhasilan penanganan perkara | Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha 0
pada Bidang Perdata dan Tata Usaha | negara yang dikabulkan oleh hakim - e x 100% 0%
Negara x 100% | O

Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang datun

Catatan:

Penegakan hukum datun yang dimaksud adalah pembubaran PT, pembatalan pernikahan,

dll

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara, antara lain:

1. Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, serta pihak terkait lainnya.

2. Keterbatasan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Datun,
seperti gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pelaksanaan perkara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya

optimalisasi antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan terkait dengan anggaran tambahan yang dapat mendukung penanganan
perkara

2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Instansi Pemerintah lainnya serta melaksanakan Monev.
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Berdasarkan uraian data di atas kinerja K3 Tingkat keberhasilan penanganan
perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan
keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha

negara dapat dirangkum sebagai berikut:

Komponen Indikator Kinerja Sasaran Program Capaian
(IKSP) terhadap Target
Tingkat keberhasilan
penanganan
perkara yang
mencakup tindak
pidana umum,
tindak pidana
Khusus, dan
keberhasilan
penegakkan hukum
pada bidang

perdata dan tata
usaha negara

Tingkat keberhasilan penanganan perkara 30
tindak pidana korupsi dan TPPU |- x100=102,6%
78
Tingkat keberhasilan penanganan perkara 33
tindak pidana perpajakan dan TPPU |- x100=38,82%
85
Tingkat keberhasilan penanganan perkara 0
tindak pidana kepabeanan dan TPPU |- x100=0%
85
Tingkat keberhasilan penanganan perkara 0
tindak pidana cukai dan TPPU |- x100=0%
85
Tingkat keberhasilan penanganan perkara |0
tindak pidana yang menyebabkan kerugian |[----- x100=0%
perekonomian negara dan TPPU 52
Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara 0
pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |-—- x100=0%
81
Rata-rata capaian terhadap target Pidum:128,63%
(K3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak Pidsus: 28,29%
pidana umum, tindak pidana khusus, dan keberhasilan penegakkan Datun:0%
hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara) Ka- 52931 %o

2. K4 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi

penuntutan, dan denda damai
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Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda
damai dalam RPJMN 2025—-2029 merupakan salah satu indikator utama dalam
konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam
upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang

lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (restorative justice).

Mediasi Penal (penal mediation) adalah penyelesaian perkara pidana melalui
proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang
menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi
penuntutan (prosecutorial discretion) merupakan kewenangan jaksa untuk
memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan,
kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi
hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah
penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau

ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K3 diukur melalui indikator

kinerja sasaran program “Persentase penanganan perkara melalui mediasi

(13

penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Formulasi Perhitungan Capaian

4

—mmeeee x 100% 100%
diselesaikan melalui mediasi penal (Restorative Justice | 4

Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil

dan diversi)

x 100%

Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan
melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan

(Restorative Justice dan diversi)

Jumlah  perkara tindak pidana khusus yang 100% 0%
N X ©

berhasil diselesaikan melalui denda damai 0

x 100%
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Jumlah  perkara tindak pidana khusus yang

diusulkan melalui mediasi denda damai

(Rata-rata capaian) 50 %
Capaian Persentase penanganan perkara melalui
mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui restorative justice dan
diversi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu
Telah adanya perkara yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan telah berhasil
diselesaikan melalui mediasi penal (Restorative Justice dan diversi).

Dalam penanganan perkara pidana umum melalui restorative justice dan diversi,

Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Menjalin hubungan/komunikasi antar penyidik dan penuntut umum.

2. Adanya rumah restorative yang ditempat tersebut dapat dilakukan

penyuluhan hukum

Sedangkan dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda
damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian
kinerja adalah: Tidak ada perkara yang dapat diterapkan denda damai.

Dalam penanganan perkara pidana khusus melalui denda damai,
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi: Tidak ada

perkara yang dapat diterapkan denda damai.

Dbrbiibelnibreiiaaibinabbaben =
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Berdasarkan hasil capaian komponen K3 dan K4, maka capaian kinerja Indikator

Sasaran Strategis 2.1 “Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara” adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian = Capaian K3 + Capaian K4
x 100%

Perkara 2

52,31 % + 50 %

x 100%

2

51,16 %

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarbaru Tahun 2026, target IKSS Persentase Peningkatan Pengendalian
Perkara adalah 63 %, maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target = Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
x 100%
RS Target PK Tahun 2026
= 51,16 %
x 100%
63 %
81,21 %

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi
strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan
perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi
Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat

pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.
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Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan
dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang
dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan
bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan
pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang
berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi,
kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban

dan ketenteraman umum.

Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan
informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna
membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan.
Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan,

serta pengamanan perkara- perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa, saksi, barang
bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum
yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh
proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan

pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan
kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum,
mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham
atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan

yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.
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Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan
berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas,
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta
standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas

institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam
mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa,
sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana

dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah
ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang
berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan
hukum oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru baik secara pre-emtif (pendeteksian
dini), preventif (pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan,
penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan =  Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang

kegiatan dan operasi berhasil dilaksanakan

intelijen penegakan

x 100%
hukum
Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint

LID/PAM/GAL)

= 3 laporan kegiatan

x 100%

3 Sprint LID/PAM/GAL

= 100%

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum
(penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), terdapat beberapa faktor atau
kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Sumber daya dan fasilitas pendukung, mencakup tingkat ketersediaan

serta mutu personel intelijen, dukungan anggaran yang memadai serta

kelengkapan sarana dan prasarana operasional yang menunjang;
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2. Akses informasi dan koordinasi mencakup ketepatan serta kecepatan dalam memperolehan
informasi, tinggkat keandalan sumber data, serta efektivitas koordinasi dan sinergi dengan

instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas;

3. Kondisi lingkungan dan kepatuhan procedural, meliputi dinamika
sosial, politik dan keamanan wilayah, serta pelaksanaan tugas yang
sesuai dengan ketentuan hukum dan standar operasional yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

(penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Negeri Banjarbaru

telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel Intelijen, melalui
pembagian tugas yang professional, penguatan kemampuan analisis

intelijen, serta pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur

2. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sectoral guna mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas;

3. Optimalisasipengumpulan, pengolaha, dan pemanfaatan informasi
Intelijen guna mendukung deteksi dini, pencegahan serta
pengambilan langkah penegakan hokum secara tepat dan terukur.

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri

Banjarbaru Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi

intelijen penegakan hukum adalah 91%, maka capaian kinerja terhadap target

adalah:

Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan
operasi intelijen penegakan hukum

Capaian terhadap
target IKSS 2.2

X
100%
Target PK Tahun 2026
= 100
x 100%
91
109,89 %

Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara
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Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam
pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan
keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh
upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak
pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan
keuangan negara. Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melaksanakan langkah-
langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan,
penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya

tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip
legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki
kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan
pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan
aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian

kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran strategis 2.3 ini dihitung

berdasarkan rerata dari:

1) Pemulihan Aset
Yang dapat dihitung dari 3 capaian indikator sasaran program yaitu:

a) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

Nilai taksiran aset vang diserahkan ke pemohon

x 100%
Nilai taksiran aset hasil penelusuran
=0
x 100%
0
= 0%
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b) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA
penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset)

x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri
= 0
-------- x 100%
0
= 0%

c¢) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang,
PSP, hibah)(lelang diambil harga penawar tertinggi)

x 100%
Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai

= Rp63.174.000
__________________ x 100%
Rp257.834.750

= 25%

Dari capaian 3 komponen tersebut, maka Tingkat keberhasilan

pemulihan aset negara adalah:

Indikator Kinerja Program Capaian Triw| Capaian | Capaian
Ith.2026 | Triw IIth. Triw III th.
2026 2026
Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran asset 0 % 0% 0%
Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana 0 % 0% 0%
Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana 115,75 % 107% 25%
Rata-rata capaian 38,59 % 35,67% 8,3%

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan asset, terdapat beberapa faktor atau kondisi

yang mempengaruhi capaian kinerja adalah: Belum ada asset yang bisa di telusuri dan
dirampas dari hasil Tindak Pidana, namun ada asset terjual dengan harga lebih

tinggi dari taksiran.
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2)

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan Negeri Banjarbaru
telah melakukan upaya optimalisasi : Dengan perawatan fisik untuk menjaga

nilai ekonomis dan daya Tarik pasar.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda

dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Capaian kinerja Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta

Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diukur

melalui 2 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

a) IKP “Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian Kerugian
negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”

dengan formulasi :
T + T2+ T3
__________________ x 100%

Ket :

T1 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada
tahap sebelum putusan inkracht)

T2 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada
tahap setelah putusan inkracht)

T3 : (Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang

pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi)
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Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) T1 Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan

inkracht
IKK Formulasi Perhitungan Capaian
Tingkat penyelamatan | Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam | 5.026.112 2,39%
kerugian negara dalam | perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan x 100%
210.636.000

perkara tindak pidana

korupsi pada tahap
sebelum putusan
inkracht

pada tahap sebelum putusan inkracht

x 100%

Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara

tindak pidana korupsi hasil perhitungan auditor

(2) T2 Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht

perkara tindak pidana

korupsi pada tahap

setelah putusan inkracht

pada tahap setelah putusan inkracht
x 100%

Nilai kerugian keuangan negara dalam

perkara
tindak pidana korupsi yang ditetapkan pada tahap

setelah putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)

IKK Formulasi Perhitungan Capaian
Tingkat penyelamatan | Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam | O 0%
kerugian negara dalam | perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan | - x 100%
0
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(3) T3 Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi

perkara tindak pidana

korupsi

putusan pengadilan yang inkracht
(berkekuatan

hukum tetap)

IKK Formulasi Perhitungan Capaian <
Tingkat Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam 0%
penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berhasil x 100%
pengembalian kerugian | dikembalikan
negara (pembayaran x 100%
uang pengganti) dalam | Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan
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Berdasarkan capaian 3 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program
“Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara

dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU”
T + T2+ T3
x 100%
3

2,39% + 0% + 0%
- x 100%

0,79 %

b) IKP Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara
tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan,
Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian

negara, dengan formulasi:

K1 + K2 + K3+ k4
------------------------------ x 100%

Ket :

K1 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan
dan TPPU

K2 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana
kepabeanan dan TPPU

K3 : ingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan
TPPU

K4 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
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Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) K1 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

IKK Formulasi Perhitungan Capaian
Tingkat penyelesaian Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak 0%
pembayaran denda | pidana perpajakan dan TPPU (D3) x 100%
dalam  perkara  tindak x 100%
pidana perpajakan dan | Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan
TPPU pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap)

dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D1)
(2) K2 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

IKK Formulasi Perhitungan Capaian
Tingkat penyelesaian Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak 0%
pembayaran denda | pidana kepabeanan dan TPPU (D3) x 100%
dalam  perkara  tindak x 100%

TPPU

pidana kepabeanan dan

Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan
pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap)
dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D1)
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(3) K3 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

pidana cukai dan TPPU

Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan
pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap)
dalam perkara tindak pidana cuukai dan TPPU (D1)

IKK Formulasi Perhitungan Capaian <
Tingkat penyelesaian Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak 0%
pembayaran denda | pidana cukai dan TPPU (D3) x 100%
dalam  perkara  tindak x 100%

(4) K4 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara

dan TPPU
IKK Formulasi Perhitungan Capaian
Tingkat penyelesaian Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak 0%
pembayaran denda | pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian x 100%
dalam  perkara tindak | negara dan TPPU
pidana yang x 100%
menyebabkan kerugian | Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan

perekonomian negara dan

TPPU

pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap)
dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara dan TPPU
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Berdasarkan capaian 4 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program
“Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara

tindak pidana Khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan,

Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian

negara)”

K1 + K2 + K3 + K4
x 100%
4

0% +0% + 0% + 0%
- x 100%

= 0%

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta
Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat
beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja yaitu : Belum

ada perkara yang incracht.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta
Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan
Negeri banjarbaru akan melakukan upaya optimalisasi yaitu:

Dengan melakukan upaya penagihan dan asset tracing.
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Mengacu pada capaian 2 IKP tersebut, maka capaian kinerja IKSS 2.3 adalah:

Capaian IKSS 2.3 = Capaian Pemulihan Aset + Capaian Tingkat keberhasilan
pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak
pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan,
Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan

kerugian perekonomian negara)
x 100%

= 83% +0%

= 415%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarbaru Tahun 2026, target IKSS Tingkat keberhasilan pemulihan aset

negara adalah 85 %, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap = Capaian IKSS 2.3
- x 100%
(SEEEELIS B2 Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2026
= 4,15 %
—————————————————— x 100%
85 %
= 4,88 %
xecutive Summary PEMANTAUAN DANEVALUAST

Kejgksaan Republik Indonesia Tahun 2026 BIRO PERENCANAAN




Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat General

Dalam sistem hukum kontinental (civil law), termasuk di Indonesia, Advocaat
Generaal secara historis merujuk pada jaksa tinggi atau pejabat kejaksaan yang
bertugas memberikan pendapat hukum atau mewakili kepentingan umum di
tingkat banding atau kasasi, khususnya di Mahkamah Agung. Pelaksanaan

kewenangan Advocaat Generaal mencakup:

1. Mengawasi dan meningkatkan kualitas penuntutan
Advocaat Generaal diharapkan menjadi lembaga internal yang mengontrol
mutu penanganan perkara oleh jaksa, termasuk memberi masukan sebelum dan

sesudah tuntutan diajukan.

2. Menjaga konsistensi dan keadilan substantif
Meningkatkan peran Advocaat Generaal dalam menjamin bahwa putusan dan
tuntutan perkara sejalan dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan

berbasis pada fakta hukum serta kepentingan umum.

3. Menjadi penasihat hukum internal tingkat tinggi
Berfungsi sebagai quality controller dan opinion leader di internal Kejaksaan
dalam memberikan pandangan hukum strategis, termasuk untuk perkara yang

bersifat landmark case atau menyangkut kepentingan nasional.

4. Mengawal penerapan transformasi sistem penuntutan
Termasuk dalam agenda besar seperti implementasi Single Prosecution System,

digitalisasi penanganan perkara, dan penerapan standar baku tuntutan.

Dalam bidang perdata, pelaksanaan kewenangan advocaat general diwujudkan
melalui tindakan Kejaksaan sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai
hubungan hukum keperdataan. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai
penggugat, tergugat, atau turut tergugat dalam perkara perdata, terutama yang
berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan keuangan serta aset negara. Melalui
kewenangan ini, Kejaksaan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa

kontrak, sengketa kepemilikan aset
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negara, serta gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan instansi
pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan
untuk menjamin agar hak-hak negara tidak dirugikan serta untuk menjaga

kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Sementara itu, dalam bidang tata usaha negara, pelaksanaan kewenangan advocaat
general dilakukan melalui pembelaan terhadap keputusan tata usaha negara yang
diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah untuk
mempertahankan keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan
membuktikan bahwa keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Selain melalui
mekanisme litigasi, pelaksanaan kewenangan advocaat general di bidang perdata
dan tata usaha negara juga dilakukan secara non-litigasi. Kejaksaan memberikan
pendapat hukum, pendampingan hukum, serta melakukan audit hukum terhadap
kebijakan atau tindakan pemerintah. Kewenangan ini berfungsi sebagai langkah
preventif untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sekaligus meminimalkan
potensi kerugian negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam
penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengamanan kebijakan pemerintah agar

tetap berada dalam koridor hukum.

Untuk mengetauhi sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan
Advocaat Generaal di Kejaksaan Negeri Banjarbaru dapat diukur dari dua

komponen utama yaitu:

1. P: : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara
secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program
yaitu :
a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi
Selama periode Triwulan III tahun 2026 Kejaksaan Negeri Banjarbaru
menangani sejumlah 1 (satu) permasalahan perdata yang dimohonkan

melalui jalur litigasi (SKK)
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litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 1 (satu) permasalahan perdata
telah dilaksankaan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan

pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata
melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru adalah:
Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang
berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK
Substitusi)

X

100%

Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur

litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)

— 1 SKK Substitusi
x 100%
1 SKK perdata Litigasi

_ 100 %

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-
litigasi
Selama periode Triwulan III tahun 2026 Kejaksaan Negeri Banjarbaru
menangani 7 (tujuh) permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur
non-litigasi (SKK non-litigasi).
Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata
melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru adalah:

Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan

(Laporan Akhir Penyelesaian) x 100%

Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-

litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)

_ O Laporan Akhir Penyelesaian ( masih dalam proses penagihan)

J - 100% -0 %

7 perdata non-Litigasi

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 76
BIRO PERENCANAAN

ecutive Summary




¢) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur
litigasi

Selama periode Triwulan III tahun 2026 Kejaksaan Negeri Banjarbaru

menangani O perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN
Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah O perkara TUN telah diputus
oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN

melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru adalah:

Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua
tingkatan (Putusan)

Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam

tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)

— Operkara
x 100%

O perkara

- 0%

Berdasarkan data capaian atas 3 indikator IKP tersebut, maka capaian P1
adalah:
P1 = (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan penanganan perkara
perdata melalui jalur litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat
keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur
non-litigasi) + (Capaian IKP “Tingkat keberhasilan

penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi”)
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Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi

yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1.

Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah,

BUMN/BUMD, serta pihak terkait lainnya.

Keterbatasan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana

pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Datun,

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui

jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan

upaya optimalisasi antara lain:

1.

Melakukan koordinasi dengan Pimpinan terkait dengan anggaran
tambahan yang dapat mendukung penanganan perkara
Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Instansi Pemerintah

lainnya serta melaksanakan Monev.

. P2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang

hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai Advocaat General.

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program

“Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk

permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer” dengan

rincian kinerja selama periode tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

a.

Pendapat hukum

Jumlah Pendapat Hukum yang diselesaikan, terbitnya dokumen

LO/Pendapat Hukum (S-6) x 100%

Jumlah seluruh permohonan Pendapat Hukum yang disetujui, setelah
melalui telaahan (SP-2)

= (O permohonan yang diselesaikan

X 100% =0 %
0 permohonan yang disetujui melalui telaahan
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b. Pendampingan dan Audit Hukum

Jumlah Pendampingan dan Audit Hukum yang diselesaikan dengan terbitnya

Laporan Akhir LA (S-7) (2 pendampingan)

x 100%
Jumlah seluruh permohonan Pendampingan dan Audit Hukum yang
disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)

= O0Opermohonan yang diselesaikan (masih dalam proses)

x 100%

2 permohonan yang disetujui melalui telaahan

0%

c. Tindakan Hukum Lain

Jumlah Tindakan Hukum Lain yang diselesaikan dengan terbitnya Berita
Acara (BA)

x 100%
Jumlah seluruh permohonan Tindakan Hukum Lain yang disetujui melalui
telaahan (SP-2)

= Opermohonan yang diselesaikan

x 100%

0 permohonan yang disetujui melalui telaahan

= 0%

Dari uraian tersebut, maka capaian P2 adalah:
P, = (Persentase penyelesaian pendapat hukum) + (Persentase
penyelesaian pendampingan dan audit hukum) + (Persentase

Tindakan hukum lain)

I
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<
S
+
o

<
S
.|.
o

<
S

0% (masih dalam proses)

Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat

teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN,
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agama, dan militer terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi

capaian kinerja, yaitu:

Tingkat koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah

BUMD/ BUMN serta pihak terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum
untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer,
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan

2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi lain dan

melakukan Monev.

Berdasarkan capaian kinerja P1 dan P2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran
Strategis “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat
General” adalah:

Capaian IKSS 3.1 Capaian P1 + Capaian P2

X
100
%
2
= 33,33% + 0%
-------------------------- x 100%
2
= 16,66%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Tahun 2026, target IKSS adalah “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan
Kewenangan Advocaat General”82 %, maka capaian kinerja terhadap target

adalah:

Capaian terhadap

targetIKSS 3.1

Capaian IKSS 3.1
--------------------------------------------------- x100%
Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2026

= 16,66 %
---------------- x 100% = 20,32 %
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Sasaran Strategis 4
Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan

Akuntabel
Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator

kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan R

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

pformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun

025 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2025
dalah 84 dengan kategori “A”. Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2
komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6
sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam
hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat
kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB

General yaitu antara lain:
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1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

2. Survei Kepuasan Masyarakat.

3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Negeri
Banjarbaru
IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai
kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan
kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan
anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA
berkontribusi langsung pada area perubahan “Penguatan Akuntabilitas”
dan “Penataan dan Penguatan Manajemen”.
Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Negeri Banjarbaru tahun 2026 adalah

sebesar 75 dengan rincian sebagai berikut:

No Indikator Penyusun _Nilai _Nilai l.\lilai
Triwulan I | Triwulan II | Triwulan
IKPA i
1 | Revisi DIPA 100 100 100
o> | Deviasi Halaman III DIPA 100 91,35 88,74
P 100 97,77 99,99
3 enyerapan Anggaran
4 | Belanja Kontraktual 100 100 100
5 Penyelesaian Tagihan (SPM) 100 100 100
6 | Pengelolaan UP dan TUP 100 99,81 96,25
- | Dispensasi SPM 0 0 0
g | Capaian Output 0 100 99,57
75 98,24 97,73
Nilai IKPA Kejaksaan Negeri
Banjarbaru

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat

beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara

lain:
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1. Jumlah Jaksa dan Staf yang mendukung

2. Ketetapan penyerapan anggaran

Selama periode Triwulan III tahun 2026, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah
melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:
1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran

2. Kepatuhan administrasi dan pelaporan

2. Survei Kepuasan Masyarakat

Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan SKM tahun 2026 dengan
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan
metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan
suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan
merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan
Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan
mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan

yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:
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Persyaratan Pelayanan;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

Waktu Penyelesaian;

Biaya/Tarif;

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
Kompetensi Pelaksana;

Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

SORNCORESIIE OXERCIE ont O

Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2026
adalah sebagai berikut:

No Nama Pelayanan Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)

1 Layanan Tilang 73,86%

2 Pelayanan Hukum Publik/ 100%
Konsultasi Hukum (5 Konsultasi
Hukum)

3 Hallo JPN/ Pelayanan 100%
menggunakan Aplikasi (7
Pelayanan Hukum)

Rata-rata 91,28%

3. Nilai SAKIP internal
Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di
Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi
dalam 2 tahapan yaitu:
a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja

b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Negeri

Banjarbaru memperoleh nilai 81,16 dengan kategori A
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Komponen yang Dinilai Bobot Nilai

2025

1. | Perencanaan Kinerja 30 22,98
2. | Pengukuran Kinerja 30 22,74
3. | Pelaporan Kinerja 15 12,36
4. | Evaluasi Internal 25 23,08
Nilai Hasil Evaluasi 100 81,16

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Negeri Banjarbaru terdapat beberapa
faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain :
Organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:
Dengan lebih meningkatkan tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan
akuntabel.

Berdasarkan 3 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru
sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi
Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Negeri Banjarbaru

adalah sebagai berikut:

No Indikator Nilai

1 | Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat 91,28
(SKM) di Kejaksaan Negeri Banjarbaru

2 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 97,73
(IKPA) di Kejaksaan Kejaksaan Negeri
Banjarbaru

3 Hasil Evaluasi AKIP Internal di Kejaksaan 81,16

Negeri Banjarbaru

Rata-Rata Capaian 90,06
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Indeks Reformasi Birokrasi Rata-rata Capaian atas 3

Kejaksaan RI (kontribusi satuan indeks (SKM, IKPA, AKIP)

kerja terhadap Indeks RB
Kejaksaan RI)

90,06

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri banjarbaru
tahun 2025 yaitu sebesar 84 maka capaian terhadap target adalah sebagai
berikut:

Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA,
AKIP) : 90,06 x 100 =105,95 %

Target “Indeks Reformasi Birokrasi
Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2026
85

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

tika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib
ijjunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama
Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan
RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara
Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk
menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap
institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum

dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.
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Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi,
objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan

keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan

tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan,
kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga

penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui
persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi
dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-
nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah
diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun

perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa Triwulan Jumlah Jaksa yang Jumlah Jaksa yang
III tahun 2026 pada tidak melakukan melakukan pelanggaran
Kejaksaan pelanggaran etika etika profesi Jaksa
Negeri Banjarbaru profesi jaksa
18 Orang 18 Orang 0 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa

pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran
etika profesi jaksa

etika profesi jaksa x 100%
Jumlah total jaksa

Tingkat penerapan

18 orang
-------------------- x 100% =100 %

18 orang
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Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru

tahun 2026 yaitu sebesar 80, maka capaian terhadap target adalah

sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa

100% x 100% =121,95 %

Target “Tingkat penerapan etika profesi
jaksa” berdasarkan PK Tahun 2026

82%

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan
etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang
mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh
atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila
instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360
derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode

selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau
kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja adalah: Ketersediaan

sumber daya para Jaksa yang memiliki kualitas sesuai kompetensinya.

Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan upaya optimalisasi dengan :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi kinerja para Jaksa.
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B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU TAHUN

2026

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian Kkinerja
Kejaksaan Negeri banjarbaru, telah dialokasi anggaran per Program pada

awal Tahun 2026 11.097.007.000,00 (Sebelas Miliar Sembilan

sebesar

puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Triw | Perse Triw | Perse Perse
Anggaran (Rp) Realisasi Triwl  [Realisasi Triw II  [[Il Tahun I Tahun TriwIl | Triw III
No |Program Tahun 2026 Tahun 2026 2026 2026 Tahun Tahun
N (Rp) n(%) 2026 2026
Rp) (Rp) n(%) n(%)
Program
1. Dukunga|Rp. 10.727.590.000 | Rp.4.119.321.172  |Rp. 6.852.301.651 Rp.9.531.489.449 40.41% 67.21% 88,85%
n
Manajem
en
Program
Penegak |Rp. 369.417.000 Rp. 156.532.940 Rp.245.373.565 Rp.291.675.190 42,37% 66,42% 78,96%
2. andan
Pelayana
n
Hukum
Total | Rp. 11.097.007.000 | Rp.4.275.854.112 |Rp.7.097.675.216 |Rp.9.823.164.639| 40,48 % 67,19% 88,52%
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BAB IV
PENUTUP
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BAB 1V
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan
Negeri Banjarbaru Triwulan III Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari
komitmen Kejaksaan Negeri Banjarbaru dalam menjalankan kewenangan,
tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan
transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Banjarbaru berupaya untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan

anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti
bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai
lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus
berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan
dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan

bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik,
dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri
Banjarbaru di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman
berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih
efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Banjarbaru, 21 Oktober 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Taliwondo, S.H..M.H.
Jaksa Utama Pratama
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
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Badan Siber dan Sandi Negara

& Dipindai dengan CamS



https://v3.camscanner.com/user/download

BAB V
LAMPIRAN




FOTO PELAYANAN HUKUM BIDANG PERDATUN

SKK NON LITIGASI

Jragh 7} Styles
. : e —
B2 R4 SH 6 B8 §9 ) i SNRETENT DR R , SO R, AT TS0 12 B2 B 1 2 5 2% B2 "Isiiz'
= = =—. % 7 i - =t —_— = =

——u\ . (- l ‘ - =) e
(107 R e
2 K;th - 85?(')“:‘ R Ag:xsms Perdata Sd:{ewux Ataurahman | Pemagaran | Bahwa Saudara | Agar segera [~ DeEd Penerbitan SP- - -
5 eg:;m 3201 2026 Kot secarz sepv}ukl Ataurabman | diselesakon | g,
apd ; Gp. 1\‘08/ Banjarbaru yang dengan taapa | pembayaran | SH A
2026 pakibaty melalur nnggakannyal K
dak ada akses| - permobionan | | - Fema
g Jalao menvju eksekusi 3
| numzh dinzs | melakukan Habika
Ketua DPRD | pemagaran secara B SH
Kota |sepiak ARE
Banjarbaru | obyek seagketa ds?
wFen
yang
mengalobatkan o,
bk ada aces bt
Jalax menupy | H ‘
{ ‘ rumzh dmas | - Dian
Ketua DPRD | Syah
‘ Kota Banjarbary | Put,
l | SHM
: | % |
| s
| Salim,
3 | Kgdoan > Prav 214 R | SH |
| Neges 91.(1)?10 zt)s;&ms Perdaa & Bar'i 22 Detiut Adanya Bawi ymy | Agaiezen | DrEn Druadms corek | - = Pro
Bayzbany 052026 i (Plagiabilion s m"”@w‘“ bk | diselesakan | oy bk ke katos ' i
yarm G| pembayarm | SH Pz N
Bah OfceP Ewan  [Fasiias Keedi - i
Lt . nt s Kradit| pembayrmn koadit |hmggakannya) H i b Kyikan
b 1a Y - atdp | < Febaan Negn Bazjabare
42 Yayl N | Debrr yang | wiuk dilaks
N Agus Memungeak : n
Sooriodo Habiby Begonasy
b Al Saptra [ SR
. B Sulam ! Fitaya
l vl ‘ oiFabn
B Syapulah yah,
B Nawwafah SHM [
10 Ushanat H
11 Maen Do [
12 Rosia Rust | Sy ll f

LAPORAN BULANANDAN REKAPTTULASI BIDANG FERDATA & TATAUSAHANEGARAI?

151 Lapbul september 2026.docx - Microsoft Word (Product Activation Failed)

[ T

Design Layout

ESE 190 19 AaBbCE AABDC AaBbCel AaBbCel AaBbCCE AaBbCer  AaBhCer r;Aal}chI’AaEbCrI) AAaB 1asbec aosbees, asebccoc Aasb
|
U Toble Fa..

S || T BodyText SHeading) THeading2 1THeading3 MLstPors.. 8NoSpatk. 1 Normal | Heading 4 Title Sublitle  Subtle Em.. Emphasis  Intens:
L a Styles ==
=~ ——
L EERN g i3 a4 v A7 v 18t v 19 20 1 230 B2 23 ) oM 1 IS 1 36 §e27c 41289 29 30
i ST o i i —— e
Prmt- |37 Agustas | Perdata 5 Putia Baja | Pemmohonan Adaaya Agar segers Dr Edizt, | Disdng aatak = = Proses
940 3 20| 2026 Petkasa CV Bantuao diselerakan SHMH hadir ke kastor
/Gp 208/ peman g eikan Badan Usaha pemmbayaran | - Fitnma Pengacas Ne
2026 aas dalam tunggakannya §‘fﬁ’f‘§‘ \'pah %qm;bu
turan vegen
pembag;: BPJS kesehatan - ;in;: Ty untul dal doukam
Turan Degostasl
Ussha atzs Duan Syab
nama Badn Pun, SH
Usaha Pura
Baja Perkasa
cVv
s aan - Frmt |37 Agustus | Perdata | BPJS Aults Salaah | Permobonan Adanya | Agarsegera x Edimt, | Dsdog ok = [ Pros=
Negens 60 320 2026 Keschatun Kamil CV Baatuan ketdakpatuban | diselesmkan SHMH by ke Lmtor
Banjarbary Gp 208/ Kantos pemangpilan | Badan Ussha | pembayarmn | - Fitnma Penpas Neswn
2026 Cahang atas dalam fungeakannya Fenvat, pats Kadoam
Banjarmasin nwn SHMH Nezan Bapatan
pembayaran | BPJS kesehatm Febnma entuk dilsukam
narsn Badan Haxbad, SH eegosiay |
Usaia atas Dien Sy
| nans Badan Pan, SH
Usalka Aula
‘ Safaah Kaoad |
cv |
Prmt- |27 Agusnis | Posdata | BPJS | Diyang Ragut| Permobonan Adanya | Agar segera Dx Frlmh, | Diuodas wwiul Proses
03 2026 Kesehatan Banruan ketndakpandan | disedezaakan SHMH hadar ke kastor |
Gp 208/ Kaator pemangpilin | Badan Usaha | pembaysan | - Fitnew Pagza Neg |
026 Cabang atas dadam ragpaannya|  Famen. pas Keabsn
erT b, [ AR s Farima b
5 tan oK an
Taran Badm 3 [N ety
wn,

LASORAN BULANAN DAN REX

RETAKSAAN NEGERIBANTARBARU

Fundi Maad ohoan Adanva Agar iepria o Exlat), | Divsdang wntuk
"»{l:ﬂ-:‘T it 'I';:nmxl Tendakpatuban | deles akas SHME Badhs ke kamtor
K penmggilan | Bada Usaha | pasboyarm | - Finms Pm Negxa
5 e, ke
6 Cabang ats dalan e ot e

fawn
BPJS kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),

Badan Siber dan Sandi Negara




NN e = RS ABCE AnBYC AaBbCel AsBBCA AaBKCEL ABLCEL AaBbCA asbcer] aatbees AAB
x w.A- ] 2 -89 || 1oeoyten Tressng) tiuadng2 Thes %5 Al I e 2
| oo = s e ; 7 T . :
- ! | Usaba Pur |
Mandin Abadi |
‘ ‘ | | PT

- ! { }
BpIsS Borneo Agro | Permohonan

102032 2026 Kesehatan Laathir UD
Banjarbaru ) Gp 2/08} Kantor
7 2026 | Cabang
{ Banjarmasin
|

T Print. |27 Agustus | Perdata

| pemanggl.
atas
‘(\-'l!‘1&‘.[t\lllhj|p.':
pembayaran
iuran Badan

Usaka atas
nama Badan
Uszha Bomen
Ago Lzather
uD -

ALAN aran
BPJS kesebatan

) m unitak PPH, Perdats dan TUN

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEG
KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A0BLCCDY  AGUCCDY  AJBbCLD

'k treng

M B

& e

Dr " Erdiang | R | Proses ’
SHMH
Ftnana ’
Febriyasy
SHMH |
Febrana |
Habibah, SH
Dan Syah
Putn; S.H.

|

Dr. ERLIANTI, S.ILMLH.
JAKSA MUDA NIP. 19890224 201012 2 001

KEGIATAN PENDAMPINGAN HUKUM

KETAKSAAN NEGERI BANJARBARU

Sy % Suratdari Sakratariat Prmt- » TALTWORDO, | PH ‘Kegatan Pengadaan Sarana dan [ Babwa  Sehubun, )2 g [Penerbitan | Mash
5 - zan | Pendamping [Penerbitan|
2. k‘-‘]él&;&ll?‘m Dasrah Kota §7/0320Gph2 | SH ‘ Prasana  Pendukunz  Gedung | dengan adanya Kegiaten ] w glau:]:m SP-2 Dalam
b Banjarbary Nomor : 082026 ¥ Dr. ERLIANTL Kunitor Atan Banzunan Lamnys, | Pengadaan Sarana dan | (Lezal Ve
900/095/RTP- Tangzal SHMH Pegadaan Tanah Untuk Islamic | Prassana  Pandukuny | Asisstapce
UM2026 18 Agustus 2026 T Centerdan  Gedung  Graha di | Gedung Kantor Atau
Tangesl » HERMAN Lingkungan Pemerintah Kot | Bangusan  Laimnys,
& Agustus 2026 INDRA Banjarbaru Tahun 2026 Pagadasn Tanak Untuk
SAKTI, Islamic Contardan
SHMH Gedung  Graka  d:
Lingkungan Pemerintsh
”&%(ﬁ‘; Kota Basjarbaru Tahun
5 2026, palu dilskukan
SHMH Pendampingan Hukum
» FEBRIANA deri  Bidang le
HABIBAH, Pecdats den Tata Us
SH Negara |
» FITRIANA
FEBRIYANTI, ‘
SHMH ’
» DIAN SYAH ) |
PUTRL,
SHMH l ,
» AGUS SALIM, | |
SH.
Banjarbaru, 20 Agustus 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),

Badan Siber dan Sandi Negara

AN, KEPALA KETAKSAAN NEGERI BANJARBARU
KASIPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A ANTL SH.
224 2010122001

JAKSA MUDA NIP. 19890




' it j Pendanmping
; Dinas Ketahanan Print- * | TALINONDO, |PH Kegiatan Pquadazn Barangdax} Bihwa Sehubuogande
., | KeoaNegh | gy ponin g | 12032062 SR i o By Menin 6 sy o alon |92
| Bt i 109" \ DinasKetahananPangn, Petnia | Pngadan Barngdan ot (Legdl
J Perkanan Kota 0026, by ERLIANTL ‘ :
Baaban L I dan Perlaan Kota By | padaBidang Ptemalan . Asistence
% e 2026 Dinas Kefahanan Pan)
Nomor : § September 2026 , FERRIANA Tahun Anggaren o i
500.7/041/NAK/DKP3 i b
Tanggal 18 Agustus HABIBAH, SH Kola Barjarbars
2026 7 FITRIANA Anggaran 2026
FEBRIVANT]
SHMH
Banjacber, 1§ September 2026
AN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERIBANJARBARU
KAS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
[H
Dr, ERLIANTL SHMH.
TAKSA MUDA NIP, 19890224 2010122 001
PELAYANAN HUKUM

© PEHAYANAN HUKUM
- AGUSTUS
2008

| “ “ L} L )
I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),

Badan Siber dan Sandi Negara




UAPORAN BULANAN - PELAYANAN HUKUM
BULAN g 2S.EI"IEWER
o202

|

is

Id
Piig

i

FiiEHsts

i
=
~g3iigEy

N

SAAN NEGERI

KEJAKSAAN NEGERIBANJARBARU

LAPORAN BULANAN  :  PELAYANAN HUKUM

BULAN ©Juul
TAHUN . 2026
]
poe LDATUN.4
Pemahon | | No. Jenis kasus )
: P Yang Kegiata {
Nomor. Ke sumber S Perdgty 1 U
jaksaan e Trn& dibgastan a;:H UN Masalah Kasus Posisi ; } Fasil kegiatan Kel
MNalysura il 1
| 2 3 g 5 3 7 8 L 10 T
L anasaqn Negen Fahigl - | » Fitiana Perdata Tanah Bahwa  yang  bersangkutan | Pefayan | Bahwa berdasarkan Kefangan dan yang
Banjarbary Afandi Fetrianh mempunyai sebidang fanah di | an bersangkulan, Tim Jaksa Pengacara
SH daenaly simpang empal kel skan | HUKUM | Negars  menyampaian beberapa bl
» Febriana membayar pajak, ternyata tanah kepada yang bersangkutan anfara lam
Hatebah, tersebut di alasnemakan orang lain, 1. Jika temyala pada SHM fertera nama
SH bukan das  nama  yang pemiik sebelumnya, maka ybs harus
» Ardhya bersangkutan, bagamana cara segeramengurus balik nama
Putra mengembalikan tanah tersebut 2 Jka hanya ada kesalahn kefk (fypo) ybs
Winasis, menjadi alas  nama yang dapal mendatang) Kantor Pertanahan
SH bersangkutan? setempat unluk perbaikan data dan
menbawa semua dokumen  pendufung
asli.
3 Jia ada ndikast teradinya penyeroboian
1 tanah (mafa tanah) maka ybs dapal
mengajukan qugatan ke pengadian
dantenfunyz ybs mampu. mebukdikan
kepelikannya fersebut
—
Keterangan
Laporan Bulanan ynienluk PP Perdala - dan TUN
Banjarbaru, 20 Juli 2026

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
Badan Siber dan Sandi Negara

4



FOTO KEBERHASILAN PENANGANAN PERKARA PIDUM

LRSI QAT ke S T

.

" l IH TS
fi ~|!|||l leﬂllhﬂmmmm _xl i

i V‘ .\\]"‘JUJ;W’WM ’ |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),

Badan Siber dan Sandi Negara




FOTO PEMULIHAN ASSET BIDANG PAPBB

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
T = Sistom Informasi Penenmaan Negara Bukan Pajak
e (SI.PNEP)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan:

Hode Bilng B2020032447T0ES

Tanagal Billing Z24/08/2020 10.04.58
Tanggal Kadaluwarsa = 31/0B/2028 10-04:60
Tanggal Bayar ZADE2O0Z6 122017
Bank/Fos/Fintech Bayar BANK RAKTYAT INDONESIA
Thannel Bayar Intemet Banking

Hama Wajib Setor/\Wajib Bayar :  HAIRI Bin Alm. JANI
Kamantnion/Lembaga : 006 - KEJAKSAAN REPUEBLIK INDOMNESIA

LiniT Esalan | © 07 - Heakssan Repubkk Indonasis

Satuan Kerjs D50307 - KN BANJARBARL

Total Disetor Rp24.233.000.00 (IDR}

Tarbilang - Dus puluh ampat juta dus rotus tige puluk Bga ribu ropish
Status Sudah Dibaysr

TS - ZO0EZA0E0TEO

NTFPHN - 2C3827QLVCOKERD0

Detail Pembayaran Tagihan:

Jenis Seforan Perkara tindak pidana narkotika, psikotmopika. dan kesehatan

Hode Akun - 425238 - Pendapatan Penjunlian Barang Rampasan/Ha=il Sitaan yang Telah
O kean/Di an P

Jumiah Satoran :  Rp24.232.000,00

Helerangsn Fembayaran Llang Penjusien Hasil Lelang Barang Rempasan KPHNL Perars

Harkotika No.Put - 334/Pid. Su=/2025/PN Bib tanggal 18 Desember 2025 An. HAIRI
Sin Alm. JANI (T {satu) unit sepeda mofor merck Kawasaki Type EX 250 L {Minje
Z80) VWama Mersh Tahun 2014)

Dicodai:

4 + HKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
i Sistem InfTormasi Penenmaan Negara Bukan Pajak
g (51 PNEP)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan:

Hiode Billkng B20260824470277

Tanggal Silling - 24/02/2028 10-10-30

Tanggal Kadaluwarsa 210272028 10 =30

Tanggal Bayar 24/02/2028 12-20:18

Bank/FPoa/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESLA

Channel Bayar - Internet Banking

hNama Vallo Setor/VWajb Bavar : BASUNI Alias SUNI BIn Alm. M. BASRI
Kementnanembags 006 - KEJAKSAAN REFUBLIK INOONESIA
Uit Eselon | © 01 - Kejakssan Repubbk Indonesia

Satuan Karja
Total Disetar

BE0287 - KM. BAMNJARBARL
Rp17.168.000.00 (IDR)

Terbilang Tujuh belas juts seratus enam puluh enam ribu rupiah
Status . Sudah Dibayar

NTE - ZODBZSOZOTTD

HNTPMN BEB3ISBUSFHETSTHD

Detail Fembayaran Taginan:

Jenis Setoran :  Perkars tindak pidana narkotika, psikotropiks, dan kesehatan

Kode Akun © 425236 - Per i Barang R r/Hasil Sitaan yang Telah
Dip: /Ditetep Peng 1

Jumiah Setoran ©  Rpl7.100:000,00

HKeterangan ©  Pembsayaran Uang Penjusien Hasil Lelang Barang Rempasen KPKNL Perkara

Harkatika ba. Put - 340/Pid Sus2025PM Bjb tanggal 15 Desamber 2025 An BASUMNI
Alias SUMI Bin Alm. M. BASRI (1 (satu) unit sapeda motor marak Kawssaki Typa EX
260 L (Minja 250) Wama Merah Tahun 2014 dengan Momor Rangks
JHAEXZECLEDATT242 pemenang Lelang An MUKMIN]

Ctpetal. FOOME0R0 105520 | Hel ¥

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
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oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
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i KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
i i KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
AN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

o A
V J1. Trikora No.2 G Paikat, K Banjarbaru Selatan, Kota Banajarbaru — 70714
Telp. (0511) 4791374, website : www.kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id@gmail.com

BERITA ACARA
PENYERAHAN UANG HASIL PENJUALAN BARANG RAMPASAN / SITAAN SECARA
LANGSUNG

------------ Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026 bertempat di Kejaksaan
Negeri Banjarbaru, saya :

Nama . R. Evan Adhi Wicaksana, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan : Kepala Seksi Pemulihan Asel dan Pengelolaan Barang Bukt

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :  Ronald Peroniko, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan  : Kepala Sub Bagian Pembinaan
2. Nama :  Shella Gita Krisanti
Pangkat : Muda Darma TU
Jabatan . Staf pada seksi PAPBB

------------ Telah menyerahkan uang hasil Lelang secara langsung barang rampasan / sitaan tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang dan harta benda berupa barang elektronik
dan kendaraan bermotor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 103/Pid.B/2026/PN Bijb, 24 Juni 2026 An. RAFI HAMDI
Bin MUHAMMAD YUSUF, DKK dengan jumlah Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu

rupiah) kepada:
Nama :  Feby Suchiana
Pangkat : Sena Darma TU
Jabatan :  Bendahara Penerima (PNBP)

............ Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan
kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas :------------------

Yang Menyerahkan Yang Menerima
R. Evan Adhi Wicaksana, S.H., M.H. Feby Suchiana
Jaksa Mady, Sena Darma TU

Saksi 1 Saksi 2

Id Peroniko, S.H., MLH. Shella Gita Krisanti
Jaksa Madya Muda Darma TU

Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
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BERITA ACARA
PENYERAHAN UANG HASIL PENJUALAN BARANG RAMPASAN / SITAAN SECARA
LANGSUNG

~--nen-—-- Pada hari ini Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026 bertempat di Kejaksaan
Negeri Banjarbaru, saya :

Nama :  R. Evan Adhi Wicaksana, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan . Kepala Seksi Pemulihan Asel dan Fengelolaan Barang Bukt
Dengan disaksikan oleh :
1. Nama :  Ronald Peroniko, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan  : Kepala Sub Bagian Pembinaan
2. Nama :  Shella Gita Krisanti
Pangkat : Muda Darma TU
Jabatan :  Staf pada seksi PAPBB

------------ Telah menyerahkan uang hasil Lelang secara langsung barang rampasan / sitaan tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang dan harta benda berupa barang elektronik
dan kendaraan bermotor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 103/Pid.B/2026/PN Bjb, 24 Juni 2026 An. RAFI HAMDI
Bin MUHAMMAD YUSUF, DKK dengan jumlah Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu

rupiah) kepada:
Nama :  Feby Suchiana
Pangkat : Sena Darma TU
Jabatan :  Bendahara Penerima (PNBP)

---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan scbenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan
kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas i=---v---=-—-----

Yang Menyerahkan Yang Menerima
R. Evan Adhi Wicaksana, S.H., M.H. Feby Suchiana
Jaksa Mady, Sena Darma TU

Saksi 2

M.H. Shella Gita Krisanti

Jaksa Mady Muda Darma TU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSTE),
Badan Siber dan Sandi Negara




FOTO ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

Kualitas Kualitas
Perencanaan Kualitas Hasil
Anggaran Pelaksanaan Pelak _
P ;( Ko oK Uraian Keterang Anggaran eaaa:an Nilai [Konvers | Dispe Nilai
e Satker an b Akhir
ri g g g Anggaran Total |i Bobot | nsas (Nilai
@ i
d| K| Bl s q spm |TotalK
el P Al a Revisi :i‘" Nilai |Penyerap|Belanja Penyel. Pen Ni Cap Nilai onversi
P t DIPA la [Aspek jan Kontrakt esai| gelo| . . (Pen Bobot)
N k as Anggara |ual an | laan| lai aia Aspek gura
e | " n Tag| uP | As n ngan
r DIP iha | dan | pe Out
n | TUP| | t )
A pu
KEJAKSAAN
09 NEGER! NILAL [10000 [8874 | 94Joo49  fr00,00 [100,00 9625 fggga| 99,57
se| 9 O 8)Bawar | BOBOT Ji0 15 70 10 10 10 ’ 25| 9957 | 97,73 100,00% | 000| 97,73
pte 4] 0] 03 BARU NILAI 10,00 13,31 19,90 10,00 10,00 9,63 ’ ’ ’ ’ ’
ral 5l s| 67 AKHIR 24,89
er

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE)
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P —
Simk im ( \/_5_ PIDSUS [Pidana khusus Kejaksaan Neger Banjarbaru

Habis Masa Tahaman Perubahan Aplikasi Penyidikan Penuntutan Jumlah Entry Data

. : :
Periode Awal 4 01-01-2026 Periode Akhir B 01-10-2026

Penandatangan l Kepala Kejaksaan Negeri : SILVIA DESTY ROSALINA, S.H., MH. |
=m
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
Penyelidikan [ Penyidikan
P2 P8
2 1
Pra Penuntutan SPDP
SPDP P-16 P17 Pengembalian SPDP SP3 SPDP
1 a o 1 o
Pra Penuntutan Berkas Tahap 1
Berkas Tahap 1 P-18 P-19 P20 P21 P-21A Pengembalian Berkas 5P3 Berkas
2 2 2 0 2 0 1 Q
Penuntutan
Tahap i BA-4 BA-5 P-16A T7 P29 P-33 P41 P-42 Putusan PN SKPP
5 5 5 5 3 2 0 0 1] o 0
Upaya Hulum
gajuan Banding Pengajuan Kasasi Putuszn Kasasi
o ] 0 0
Elsekirsh
P-4 'H:;— Biaya Perkara Denifa Uang Pengganti
|
o [} L} o a

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
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KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

J1. Soekarno Hatta ( Trikara ) No.2 Kota Banjarbaru {70714) Telp/Fax: (0511) 4791374
Website : www.ke]a(i-banjarbaru.kejaksaan.go.id | Email = kejaribanjarbaru@gmail.com

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
No. Prin- 1800/0.3.20/Cp.2/10/2026
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

Menimbang . a. Sehubungan dengan Reviu Laporan Kinerja (LKj) dan penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan, dipandang perlu memerintahkan
kepada pegawai Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk melaksanakan tugas sebagai
pembuat / Penyusun laporan dan Pengolah / Pengumpulan Data  dan
Informasilaporan Kinerja (LKi) ;

b. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan
Negeri Banjarbaru.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik [ndonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia ;

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia ;

3. Peraturan Jaksa Agung Rl Nomor : PER-006/A/IA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Jaksa Agung Rl Nomor : PER-006/A/}A/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

4, Surat Plh. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor :
B-3780/0.3.7/Hjw/10/2026 tanggal 14 Oktober 2026.

MEMERINTAHKAN :

Kepada . Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini.
Untuk . 1. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar lampiran Surat
Perintah ini;

3. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
3. Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.

Dikeluarkandi : Banjarbaru
Pada tanggal : 19 Oktober 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru,
..

Taliwondo, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Pratama, Nip. 19700105 199003 1 001

Tembusan :

1. ¥th. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
5. Arsip.

oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
i’ menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
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Lampiran Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru

Nomor :

Prin- 1800/0.3.20/Cp.2/10/2026

Tanggal : 19 Oktober 2026

NRP. 42287561
NIP. 19970408 202404 2 001
Yuana Darma (I1/a)

Penanganan Perkara

Data dan Informasi
Laporan Kinerja (LKj)

NO NAMA, NRP, NIP, PANGKAT (eoL) JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN

1 2 3 4 5

1. | Lis Ana Herliani, S.H. Penelaah Teknis Pembuat/Penyusun Pembinaan
NRP. 40478227 Kebijakan Laporan Kinerja (LKj)
NIP. 19780908 200312 2 002
Sena Wira (111/d)

2. | Gerry Septiandi, S.1.P. Perencana Keahlian | Pembuat/Penyusun Pembinaan
NRP. 6259027 Laporan Kinerja (LKj)
NIP. 19900910 202505 1 003
Yuana Wira (li1/a)

3. | Nadya Rere Astri Anti, S.Kom. Pranata Komputer pengolah/Pengumpulan | Intelijen
NRP. 62597710 Keahlian Data dan Informasi
NIP. 19970912 202505 2 008 Laporan Kinerja (LKj)
Yuana Wira (lll/a)

4. | Venta Lixc Thalia Pengawal Yustisial Pengolah/Pengumpulan | Tindak Pidana
NRP. 42196930 Data dan Informasi Umum
NIP. 19960823 202012 2 028 Laporan Kinerja (LKj)
Muda Darma (li/b)

5. | Nikmah Hidayati Pengawal Yustisial Pengolah/Pengumpulan | Tindak Pidana
NRP. 40383285 Data dan Informasi Khusus
NIP. 19831204 200212 2 001 Laporan Kinerja (LKj)
Muda Wira (il1/b)

6. | Ziyad Pengolah Data dan pengolah/Pengumpulan | Perdata dan
NRP. 41892116 Informasi Data dan Informasi Tata Usaha
NIP. 19920320 201801 1 001 Laporan Kinerja (LKj) Negara
Madya Darma (1l/c)

7. | Dina Rika Yandini Pengelola Pengolah/Pengumpulan | PAPBB

o3 sloRtronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),

Badan Siber dan Sandi Negara

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru,
L

Taliwondo, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama, Nip. 19700105 195003 1 001
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